


















Abstrak :  Perubahan mekanisme anggaran dari anggaran tradisional kepada anggaran berbasis kinerja memiliki peran penting terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan realisasi anggaran, anggaran berbasis kinerja lebih menitikberatkan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan sesuai dengan rencana strategis (Renstra) yang telah disusun dan ditetapkan, konsekuensi terjadinya perubahan ini berpengaruh kepada mekanisme pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dalam kegiatan pelayanan pembelajaran yang tertuang di dalam rencana strategi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
	Berdasarkan hal tersebut di atas maka penelitian ini lebih terfokuskan kepada analisis anggaran berbasis kinerja dalam upaya meningkatan pelayanan pembelajaran pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, metode penelitian yang dianut atau digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan  studi kasus Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis melakukan adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dalam upaya meningkatkan pelayanan pembelajaran belum terserap secara dengan baik dikarenakan kurangnya konsistensi dan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, agar kegiatan yang sudah direncanakan dan disusun dapat tercapai maka semua yang berkepentingan dengan anggaran berbasis kinerja dalam upaya meningkatkan pembelajaran harus memiliki komitmen dan konsistensi yang baik dan memuaskan, agar kelancaran dalam kegiatan tersebut tercapai.








Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan devisa negara dan sebagai penggerak roda perekonomian nasional, untuk mewujudkan hal tersebut di atas maka pemerintah melalui Kementerian Pariwisata terus menggali potensi-potensi sumber daya yang dimiliki agar dapat mendorong dalam meningkatkan perkembangan dan persaingan pariwisata secara internasional, salah satu potensi sumber daya yang penting dan dapat diandalkan adalah sumber daya manusia (SDM), dengan sumber daya manusia yang handal, profesional dan berstandar internasional maka pertumbuhan sektor pariwisata yang dihasilkan akan memberikan dampak lebih baik bagi kemakmuran bangsa yaitu tujuan yang diinginkan akan tercapai.
Lembaga pendidikan pariwisata merupakan salah satu lembaga yang dapat memberikan kontribusi sumber daya manusia yang handal dan profesional, untuk mencapai hal tersebut maka lembaga pendidikan pariwisata dituntut harus dapat mengembangkan potensi peserta didiknya dengan baik dan tepat yaitu melalui proses pelayanan pembelajaran. Agar proses pelayanan pembelajaran terpenuhi sesuai dengan tujuan yang diinginkan maka lembaga pendidikan diharapkan  dapat meningkatkan pelayanan pembelajaran tersebut.
Meningkatkan pelayanan pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam proses pendidikan, dengan meningkatkan pelayanan pembelajaran tersebut maka lembaga pendidikan terkait akan menghasilkan proses pembelajaran yang ideal bagi para pengajar dan peserta didiknya, tiga suku kata yang berkaitan dengan hal tersebut adalah meningkatkan, pelayanan, dan pembelajaran, ketiga suku kata tersebut saling berhubungan satu sama lain yang dapat menghasilkan tingkat keberhasilan suatu proses dalam pembelajaran. 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1529) mengemukakan arti meningkatkan, bahwa “meningkatkan v 1 menaikkan (derajat, taraf, dsb); mempertinggi; memperhebat (produksi dsb); 2 mengangkat diri.” Sedangkan pelayanan menurut Buchari Alma (2013:243) mengutip pernyataan William J. Stanton tentang pelayanan, bahwa:

“Service are those separately identifitable, essentially intangible activities that provide want-satisfaction, and that are not necessarily tied to the sale of a productor another service. To produce a service may or may not require the use of tangible goods. However, when such use is required, there is no transfer of the title ( permanent ownership) to these tangible goods.”

Maksud kutipan tersebut adalah  bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang dapat diidentifikasi secara terpisah, karena penawaran atas terpenuhinya suatu kebutuhan jasa yang dihasilkan.  Dan  menurut Hardini dan Puspitasari (2012:10) bahwa “Pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum”. 
Berdasarkan masing-masing pengertian suku kata tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meningkatkan pelayanan pembelajaran merupakan  bagian dari proses belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didik agar dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki taraf kemampuan dan keterampilan yang semakin baik dan handal, sehingga ketercapaiannya tujuan yang diinginkan.  
Kegiatan meningkatkan pelayanan pembelajaran ini akan berjalan dengan baik bila didukung dengan anggaran yang ideal, anggaran merupakan perencanaan kegiatan untuk masa yang akan datang dan disusun secara sistematis sebagai acuan keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang dinginkan. Deddy Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2010:69) bahwa “anggaran juga dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.”
Anggaran berkaitan dengan pengelolaan operasional keuangan yang dapat dilaksanakan oleh sektor swasta maupun sektor publik atau pemerintah, anggaran sektor swasta lebih menekankan kepada keuntungan semata, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran dikelola dengan profesional tanpa adanya campur tangan pemerintah sedangkan anggaran sektor publik merupakan anggaran pemerintah yaitu lebih menekankan pada pelaksanaan pengelola keuangannya diatur dalam perundang-undangan dan peraturan negara salah satunya adalah  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelumnya menggunakan pendekatan anggaran tradisional atau item line budget, penggunaan anggaran tersebut digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belanja atau pengeluaran kegiatan roda pemerintahan, Deddy Nordiawan (2010:79) mengungkapkan bahwa “Pendekatan penganggaran tradisional ini menggunakan paradigma sederhana yang berorientasi pada pengendalian setiap jenis biaya.” Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pengajuan anggaran belanja jenis biaya lebih kepada kenaikan berdasarkan persentase anggaran periode tahun sebelumnya tanpa melihat kebutuhan kegiatan yang akan dijalankan.
Menurut Mardiasmo (2009:76) “Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: (a) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan (b) struktur dan susunan anggaran bersifat line-item.” Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah lebih kepada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Lebih lanjut Mardiasmo (2009:76-77)  menjelaskan tentang Incrementalism dan Line-item sebagai berikut:
	“Anggaran tradisional bersifat incrementalism yaitu hanya menambah atau pengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.
	“Anggaran bersifat line-item yang didasarkan atas dasar (nature) dari penerimaan dan pengeluaran.”
Pemerintah mengkaji dan mendalami sistem anggaran tradisional tersebut, sehingga dalam pengkajian anggaran tersebut diprediksi ada celah-celah kelemahan, kelemahan yang paling mendasar salah satunya adalah pada saat penyusunan dan pelaksanaan anggaran tersebut masih terdapat atau terjadi tumpang tindih antara kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan, yang akhirnya disinyalir akan terjadi pemborosan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) .
Berdasarkan hal tersebut di atas maka tahun 2003 pemerintah melakukan perubahan tentang mekanisme pengelolaan anggaran yaitu dengan menerbitkan dan mensahkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian tahun 2004 disahkan pula Undang Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggung jawab Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai bagian dari perubahan dan reformasi pengelolaan anggaran dengan lebih menitikberatkan pada kinerja, sehingga diharapkan tujuan yang diinginkan pemerintah dapat dicapai,  sehingga penyusunan dan penggunaan anggaran mengalami perubahan total yaitu dari penggunaan anggaran berbasis tradisional yang selama ini  dianggap baik dan ideal ternyata tidak sesuai dengan harapan karena dalam pelaksanaannya terlalu banyak kebocoran-kebocoran anggaran, yang akhirnya pemerintah melakukan perubahan dengan menggantikan metode atau sistem pengelolaan tradisional dengan sistem baru yaitu Anggaran Berbasis Kinerja atau dapat disebut dengan istilah Performance Base Budget System.	
Anggaran berbasis kinerja (Performance Base Budget System) merupakan pola pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran belanja Negara dengan mengacu kepada rencana strategis (renstra) yang dibuat oleh institusi atau kementerian yang bersangkutan dengan lebih mengutamakan kepada ketercapaian tujuan yang diinginkan.
Anggaran berbasis kinerja memiliki dua suku kata yang berbeda tetapi saling berhubungan dan tidak terpisahkan yaitu antara lain Anggaran dan Kinerja, anggaran merupakan estimasi angka-angka atau nilai nominal atau finansial sebagai salah satu hal yang penting dalam pencapaian tujuan kegiatan yang diinginkan, dan kinerja merupakan hal yang berhubungan dengan pencapaian kerja seseorang atau organisasi. 
Mardiasmo (2009:61) mengemukakan tentang anggaran sebagai berikut : “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan anggaran.” Sedangkan Mahmudi (2010:6) mengemukakan definisi tentang kinerja, bahwa “Kinerja adalah sebagai hasil kerja itu sendiri (outcomes of work), karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategic organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi.” 
	Penjelasan tentang anggaran dan kinerja tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan terutama menyangkut penggunaan anggaran tidak terlepas dengan perannya yaitu perencanaan strategi dan indikator kinerja serta yang merupakan bagian terpenting dalam menilai suatu organisasi agar berjalan dengan baik yang terfokuskan pada hasil kerja yang baik, tepat guna secara efisien dan efektif, sehingga proses tersebut dapat dikatakan sebagai anggaran berbasis kinerja (Performance Base Budget). Mardiasmo (2009:65) mengungkapkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja adalah “Sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja atau kinerja, yang mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik.” 
Prinsipnya bahwa anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang berorientasi pada anggaran Negara (pengeluaran Negara) dengan hasil yang diinginkan (output and outcome), dengan kata lain bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mencakup kepada kegiatan program dan kinerja untuk terciptanya tujuan yang ingin dicapai. Mardiasmo (2009: 5-6) menjelaskan tentang Output dan Outcome bahwa : “Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan, sedangkan Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu atau sering dikaitkan dengan target yang hendak dicapai.”
Perubahan sistem pelaksanaan penganggaran dari pendekatan anggaran tradisional ke pendekatan anggaran berbasis kinerja, dipastikan akan mengalami perubahan terhadap sistem pengelolaan yang sebelumnya lebih kepada pencapaian penghabisan pemakaian anggaran saja dan berubah menjadi penggunaan anggaran yang berbasiskan kinerja artinya penghabisan anggaran disesuaikan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan.
Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung telah menyusun, menetapkan dan melaksanakan Rencana Strategis, yang merupakan dokumen perencanaan kegiatan dan pengembangan Sekolah Tinggi Pariwisat Bandung serta sekaligus pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama 2010-2014 (jangka waktu 5 tahun) dengan memperhatikan aturan dan kebijakan pemerintah, perkembangan isu, misi dan visi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, rencana strategis ini tergambar untuk pencapaian dan peningkatan kuantitas dan kualitas lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan melalui : 
1.	Mengembangkan sistem, kurikulum, dan pelaksanaan pendidikan berbasis kompetensi; dan
2.	mengoptimalisasi dukungan manajemen dan pelayanan melalui pemanfaatan sistem dan teknologi informasi.
Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung memiliki visi “Menjadikan institusi pendidikan tinggi kepariwisataan terkemuka di dunia yang tetap berkepribadian Indonesia pada tahun 2014” sedangkan misinya adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia sebagai  penunjang terwujudnya visi yang sudah ditetapkan. Sehingga untuk mewujudkan visi dan misi tersebut disusunlah dan dirumuskan Rencana Strategis sebagai bagian dalam pencapaian peningkatan pelayanan pembelajaran di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
Anggaran berbasis kinerja memiliki peran penting dalam kelancaran suatu kegiatan, begitu juga kegiatan yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung sangat berhubungan sekali dengan anggaran yang telah disusun dan direncanakan yang berdasarkan pada rencana strategis (renstra) yang telah dibuat.
Fokus penelitian ini lebih ditekankan kepada pencapaian hasil (outcome) yang berhubungan meningkatkan pelayanan pembelajaran pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, sesuai visi dan misi yang tercantum dalam rencana strategis Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung yang isinya adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan.
Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan rencana dan program kerja kegiatan pembelajaran dalam pendidikan yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Bila anggaran bersinerji dengan rencana dan progam kegiatan pembelajaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, maka pencapaian peningkatan pelayanan pembelajaran pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung akan terwujud dengan baik dan memuaskan.
Berdasarkan pengamatan awal peneliti, bahwa realisasi kegiatan pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung periode 2010 – 2014 belum terserap dengan baik yaitu realisasi anggaran sebesar 82% dari 100% anggaran yang telah ditetapkan, kemudian penelitipun mengamati proses pembelajaran termasuk beberapa kegiatan dalam renstra masih belum terlaksana dengan baik, sarana dan prasarana yang dirasakan penulis kurang memadai, kurang perawatan, dan kurang perhatian dalam meregerasi sarana dan prasarana tersebut sehingga  pelayanan pembelajaran masih belum optimal.
Berdasarkan fokus penelitian dan pengamatan data awal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk  mengambil judul dalam thesis ini adalah sebagai berikut : Analisis anggaran berbasis kinerja dalam upaya meningkatkan pelayanan pembelajaran pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, dengan rumusan masalah yang peneliti identifikasi berupa : Bagaimana anggaran berbasis kinerja, bagaimana Pelayanan Pembelajaran, bagaimana anggaran berbasis kinerja dalam upaya meningkatkan pelayanan pembelajaran.
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		Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik pengumpulan secara tidak langsung kepada sumbernya tetapi peneliti melakukan pengumpulan data dengan mendapatkan dokumen-dokumen dan dari sumber lain yaitu berupa observasi, wawancara, dokumen, dan studi pustaka.
		Proses teknik analisis data kualitatif tahapan yang diperlukan bagi peneliti untuk dianalisis adalah analisis data sebelum di lapangan, selama dilapangan dan selesai dilapangan, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sugiono (2013:245) bahwa “analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.” Teknik analisis data dilapangan yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data dilapangan Model Miles dan Huberman. 
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Komponen dalam analisis data (flow model)
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a. Reduksi data (data reduction)
Sugiono (2013:247) mengemukakan bahwa “reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.” Peneliti melakukan reduksi data yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal yang inti atau pokok focus dan mendapatkan tema serta pola tentang anggaran dan realisasi dan pelayanan pembelajaran yang tertuang dalam rencana strategis (renstra) dengan cara menganalisis data anggaran dan realisasi serta hasil wawancara tentang peningkatan pelayanan pembelajaran.
b. Penyajian data (data display)
Display data atau penyajian data adalah langkah berikutnya setelah data direduksi. penyajian data tersebut dapat berupa uraian teks, bagan dan sebagainya yang sejenis. Sugiono (2013:249) mengemukakan pendapat yang disampaikan oleh Miles and Huberman, yaitu bahwa “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text.” Sehingga data yang berupa teks bersifat naratif tersebut diolah dan dianalisis maka hasilnya akan mudah untuk dimengerti dan dipahami setiap hal hal yang terjadi. Peneliti menyajikan data hasil dari reduksi tersebut berupa uraian-uraian singkat yang terkait dengan data anggaran dan realisasi serta data pelayanan pembelajaran yang tertera pada sub kegiatan dalam rencana strategi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung tahun 2010-2014.
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification)
Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, verifikasi dilakukan karena data yang telah disajikan berupa kesimpulan awal masih bersifat sementara, karena bisa terjadi perubahan bila tidak ditemukan bukti bukti yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya tetapi bila kesimpulan data didukung oleh bukti bukti terkait dan sah, maka kesimpulan yang dikemukakan akan kredibel.  Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman atas kutipan Sugiono (2013:252)  bahwa “langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi”. Selanjutnya masih menurut Sugiono (2013:252) bahwa “Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak diketemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.”







A.	Hasil Analisis Data Anggaran Berbasis Kinerja 
Berdasarkan hasil analisis data anggaran dan realisasi, maka menunjukan  daya serap anggaran tidak tercapai, yang paling rendah daya serapnya adalah pengabdian kepada masyarakat sebesar 53% sedangkan daya serap yang cukup adalah sertifikasi profesi yang daya serapnya mencapai 91%, dengan kondisi tersebut maka dapat dinilai bahwa anggaran berbasis kinerja yang diharapkan belum tercapai secara optimal.
B.	Hasil Analisis Data Wawancara Tentang Pelayanan Pembelajaran
Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap kegiatan pelayanan pembelajaran adalah sebagai berikut :
a.	Strategi mengembangkan sistem, kurikulum dan pelaksanaan pendidikan berbasis kompetensi
-	Penerimaan mahasiswa baru, berdasarkan hasil wawancara bahwa pada dasarnya penerimaan mahasiswa berjalan dengan baik, tetapi dari calon mahasiswa yang mendaftar dan yang mengikuti ujian masuk masih terdapat kurang lebih hampir 5% mahasiswa yang tidak ikut ujian, alasannya karena telah diterima di perguruan tinggi lain, sehingga mengakibatkan berkurangnya kuota penerimaan calon mahasiswa hal ini berpengaruh terhadap daya serap realisasi anggaran yang tidak tercapai.
-	Perkuliahan/pengajaran dan praktik, hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa perkuliahan teori dan praktek cukup baik dan lancar, tetapi terkadang masih terkendala dengan fasilitas yang kurang optimal, karena kurang perawatan dan pembaharuan.
-	Penelitian fungsional dosen, hasil wawancara menyebutkan bahwa pelaksanaan penelitian fungsional dosen berjalan lumayan baik, walau terkandal dengan regulasi atau perbedaan antara aturan Kementerian dengan DIKTI, termasuk dalam mekanisme pengelolaan dana, sehingga berpengaruh terhadap motivasi dalam penelitian.
-	Pengabdian kepada masyarakat, hasil wawancara menyebutkan bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak jauh berbeda dengan penelitian yang terkendala dengan aturan dan kebijakan antar instansi kementerian dan DIKTI, sehingga kelancaran dan daya serap anggaran tidak optimal. 
-	Peningkatan kapasitas dan kualitas, hasil wawancara menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan kurang optimal, karena ada beberapa kegiatan sebagai salah satu kurikulum tidak terealisasi, karena terkendala dengan perubahan kegiatan yang berhubungan dengan institusi kementerian.
-	Sertifikasi profesi, hasil wawancara menyebutkan bahwa sebagian besar kegiatan ini sesuai dengan yang ingin dicapai, terbukti dengan hampir seluruh kegiatan yang berhubungan denga profesi terlaksana sangat baik.
-	Peningkatan kerjasama bidang pendidikan kepariwisataan, hasil wawancara menyebutkan bahwa bidang ini berjalan dengan baik walaupun terkendala dalam hal pencairan dana.
b.	Strategi mengoptimalkan dukungan manajemen dan pelayanan melalui pemanfaatan sistem dan teknologi
-	Layanan perkantoran, hasil wawancara menyebutkan bahwa proses dan prosedur pembayaran bahi dan honor sangat baik dan tepat waktu, tetapi dalam penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran masih kurang optimal.
-	Layanan kesekretariatan, hasil wawancara menyebutkan bahwa pelaksanaan layanan kesekretariatan cukup baik, walaupun masih terdapat kegiatan pelayanan yang belum optimal.





Pembahasan hasil penelitian tentang anggaran berbasis kinerja dalam upaya peningkatan pelayanan pembelajaran adalah sebagai berikut :
A.	Strategi mengembangkan sistem, kurikulum, dan pelaksanaan pendidikan berbasis komptensi.
1.	Penerimaan mahasiswa baru
Ketercapaian realisasi anggaran hanya sebesar 76%, disebabkan karena pada saat seleksi calon mahasiswa baru masih terdapat sekitar 15% peserta calon mahasiswa tidak hadir sehingga mempengaruhi ketercapaian realisasi terhadap anggaran yang sudah ditetapkan.
2.	Perkuliahan/pengajaran dan praktek
Ketercapaian realisasi anggaran sebesar 86%, disebabkan karena beberapa kegiatan perkuliahan terutama praktek lapangan tidak terealisasi sesuai program kerja yang sudah ditetapkan, misalkan kegiatan kunjungan industri, perawatan alat praktek, dan pengembangan kompetensi mahasiswa yang kurang optimal dalam realisasi kegiatan terutama pencairan dana.
3.	Penelitian fungsional dosen
Ketercapaian realisasi anggaran hanya sebesar 69%, disebabkan karena perbedaan aturan atau regulasi sehingga kegiatan penelitian yang dilaksanakan kurang optimal karena perbedaan aturan yang berlaku pada anggaran DIKTI yang merupakan instansi pendidikan dengan aturan pada Kementerian yang merupakan instansi non pendidikan.
4.	Pengabdian kepada masyarakat
Ketercapaian realisasi anggaran hanya sebesar 53%, disebabkan karena perbedaan regulasi dan aturan yang berlaku antara DIKTI yang merupakan bagian dalam pendidikan dengan anggaran Kementerian yang merupakan non pendidikan sehingga dalam pencairan dana kurang optimal yang akhirnya pengabdian kepada masyarakat kurang terealisasikan dengan baik.

5.	Peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan
Ketercapaian realisasi anggaran hanya terserap sebesar 70%, disebabkan karena ada berapa kegiatan atau program yang sudah ditetapkan tidak terealisasikan pelaksanaannya seperti beberapa kegiatan kompetisi nasional dan internasional yang tidak diikutsertakan dikarenakan bertepatan dengan kegiatan penting seperti ujian semester, dan kegiatan besar yang melibatkan mahasiswa, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut yang berhubungan dengan realisasi anggaran tidak tercapai atau terserap sesuai dengan yang diinginkan.
6.	Sertifikat profesi
Pencapaian realisasi pelaksanaan anggaran sebesar 91%, kondisi ini lebih baik dari kegiatan yang lainnya yaitu hanya menyisakan anggaran yang tidak digunakan sebesar 9%, hampir semua telah memenuhi kriteria sebagai dosen atau sudah memenuhi sertifikasi profesi sebagai dosen.
7.	Peningkatan kerjasama bidang pendidikan kepariwisataan
Penggunaan anggaran atau realisasi anggaran yang telah dilaksanakan sebesar 86%, masih tersisa sebesar 14%, disebabkan ada beberapa kegiatan dalam peningkatan kerjasama bidang pendidikan pariwisata yang terhambat karena permasalahannya adalah pelaksanaan dengan proses pencairan dana tidak berjalan dengan baik.
B.	Strategi mengoptimalkan dukungan manajemen dan pelayanan melalui pemanfaatan sistem dan teknologi.
1.	Layanan perkantoran
Pencapaian realisasi layanan perkantoran yang terserap sebesar 84%, didalamnya terdapat pembayaran gaji dan tunjangan yang secara pelaksanaan sudah tersistem dengan baik sehingga tidak mengganggu realisasi terhadap anggaran, tetapi yang menjadi permasalahan adalah layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan yang terkadang ketidaktepatan dalam pelaksanaannya sehingga menghambat dalam pencairan dana pada anggaran yang sudah ditetapkan.

2.	Layanan kesekretariatan
Layanan kesekretariatan meliputi layanan bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, administrasi-umum dan IT (jaringan). Pencapaian layanan tersebut yang terserap sebesar 76%, ketidaktercapaian anggaran ini disebabkan karena beberapa proses kesekretariatan terutama bidang perencanaan dan IT, yang belum optimal dalam pelaksanaannya sehingga mengganggu proses pencairan dana anggaran yang sudah disediakan.
3.	Pengembangan sarana dan penunjang pendidikan
Pencapaian realisasi anggaran yang terserap sebesar 81%, hal ini disebabkan karena proses pengajuan pengadaan yang dilaksanakan oleh masing-masing program studi belum terealisasi dengan baik, karena masih ada peralatan yang sudah lama masih digunakan, dan terjadinya penambahan unit-unit dan beberapa program studi baru kurang ditunjang dengan pengadaan kelas baru, sehingga ada beberapa program studi terutama program studi akhir harus bergantian kelas dengan program studi yang lain (moving class), hal ini akan menghambar proses pelayanan pembelajaran.
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